
BUPATI TULANG BAWANG 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG 
NOMOR 2£ TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 30 

TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG, 

: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 ayat (2) huruf 

$ 1 

b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeseran Anggaran 

antar obyek belanja dan/atau rincian obyek belanja 

dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah; 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 teritang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang 

Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tanggamus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3667); ' 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;



- 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6845); 

.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028);



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6793); 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah



19. 

20. 

21 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6909);



27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 

Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 67); 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025(SK N0.194222 A); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1541); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1619);



36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42, 

43. 

44 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 158); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

976); 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 677); 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk 

Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan 

Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 807); 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 204); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 648); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);



45. 

46. 

47. 

48. 

49, 

50. 

S1. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

Sebagaimana Telah Diubah bebrapa kali terakhir dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 

Tahun 2024; 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah 

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 

12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 

2024 Nomor 01); 

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025(Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 06); 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 14);



52. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 30). 

Menetapkan : PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 30 TAHUN 

2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 

2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 30) diubah sebagai berikut : 

1. Diantara ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni Pasal 102A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 102A 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula 

berjumlah sebesar Rp.1.374.578.119.355,00 berubah menjadi sebesar 

sebesar  Rp.(64.790.009.000,00) Rp.1.309.788.110.355,00 berkurang 

dengan rincian sebagai berikut : 

KODE TAHUN ANGGARAN 2025 
REKE- URAIAN e PERGESERAN/ BERTAMBAH/ 7 
NING PERUBAHAN APBD | (BERKURANG) 

1 2 3 4 5=(4-3) 6 

4.1 lP:AT‘;’?APATAN ASLEDAERAH 174.770.679.812 174.770.679.812 o 0 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.190.433.744.889 | 1.125.643.735.880 | (64.790.009.000) (5,44) 

5.1 BELANJA OPERASI 1.014.315.367.192 979.626.621.274 | (34.688.745.918) (3.42) 
5.2 BELANJA MODAL 139.101.940.469 113.000.677.387 | (26.086.263.082) (18.76) 
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.200.000.000 3.200.000.000 | . (3.000.000.000) (@8.39) 
5.4 BELANJA TRANSFER 212.660.811.694 211.660.811.694 | — (1.000.000.000) 10,47) 

Surplus / (Defisit) (7.073.694.654) (7.073.694.654) 0 0 
6 PEMBIAYAAN DAERAH 
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9.373.694.654 9.373.694.654 0 0 

PENGELUARAN 
V2 PEMBIAYAAN 2.300.000.000 2.300.000.000 0 0 

Pembiayaan Netto 7.073.694.654 7.073.694.654 0 0 

| 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 5 = = G 
Berkenan (SiLPA) 
TOTAL APBD KABUPAT! 
e ER{TULANG 1.374.578.119.355 | 1.309.788.110.355 | (64.790.009.000) (4,71) 



2. Diantara ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni Pasal 104A yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 104A 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A dirinci lebih lanjut sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

3. Diantara ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal baru 

yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 105A 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan ja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang. 

Ditetapkan di Menggala 

pada tanggal 1 MU 2025 

BUPATI TULANG BAWANG, 

ttd 

QUDROTUL IKHWAN BY 

Diundangkan di Menggala 

pada tanggal 7 M« 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG, 

ttd 

FERLI YULEDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR 256 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

#0117 199803 1 003


